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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 37 TAHUN 2001
TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN MUARA ENIN

BUPATI MUARA ENIM

balwa dengan  telah  ditetapkannya  Peraturan Daerah
Muara Epim Nomer 20 Tahnn 2000 tentang
Pembentukan Organdsast dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah  Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka
- kelamcaran pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Penduduok

perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muara Enim |

batwa berdasarkan pertimbangan schagaimana di maksud
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupatt Muara Enim

tentang Penjeberen  Tugas Pokok dan Fungsi Kantor

Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muara Enim,

Undang- umlang Republik Indoncsia Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1I dan Kotapraja di
Sumaters Selatan ( Lembaran Negara Republik - Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nemor 1821 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3832 )

. Undang-undenig Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1099

tentang Perimbangan Kenangan antara Pemerintah Pusat dan
Deerah { Lembaran Negara Republik Indopesia Tahun 1999

Nomor 72, Tambaban Lembaran Megara Republik Indonesia -

Nomor 3848 } ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Megara  Republik  Indonesia  Nomor 3041 )

- schagaimana telsh di ubah dengan Undang—!.mdﬂng-_ﬂpmnr 43
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Menetapkan

.

Tahun 1999 { Lembaran. Negara Republik Indoncsin Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran HNegara Republk
Indonesia Nomor 3952 ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan FPemerintah dan EKewenangen

- Propinsi sebagai Daerah Otonom { Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabhun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952},

Peraturan Pemerintah Republhk Indopesia Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi  Perangkat Daersh
{ Lembaran Megars Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
165) ; :

K-:putuaﬂn Presiden Republik indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik penyusunan Peraturan Ferundang-undangan
dan bentul Rancangan Undung-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Kepninsan Presiden ;

Peraturan Dacrah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun
2000 1entang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musara Enim

Peraturan Dacrah Kabupaten Muara Enim Nr;:mnr 20 Tahun
2000 tentang  Pembentukan  Organisasi dan Tala  Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enam.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENDAFTARAN
PENDUDUK KABUPATEN MUARA ENIM.
BAB |

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan

1. Dacrab adalah Kabupaten Muara Enim

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabnpaten Muara Enim,

3. Bupati adalah Bupati Muara Enigy.

4, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim,

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupatea Muara Enim.
6. Kantor Pendaftaran Penduduk adalah Kantor Pendafiaran Penduduk

Kabupaten Muara Enim.

7.Kepala Kantor adalah  Kepala HKantor Pendaftaran Penduduk

Kabupaten Muara Enim.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompek Pegawai Negeri Sipil

vang di beri tugas, wewenang dan hak secara penulbi oleh pejabat

yang herwenang untnk melaksanaken kegiatan yang scsusi dengan

pmfcﬁ; keahliannya dalam rangka mendukung pelaksanaan tegas
pemerintahan. '

BAB I
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

{1) Kantor FPendaftaran Penduduk meropakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Pendud k.

{2} Kautor Pendaftaran Penduduk di pimpin oleh seorang kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melatui
Sekretaris Daerah.

Fasal 3
Rantor Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan di bidang pendafiarsn penduduk berdasarkan kebijaksanaan
vang ditetapkan oleh Bupeati,

Pasal 4

Untuk menyelenggaralan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor
Fendaftaran Penduduk mempunyai finngsi :

a. Fela]manaan p::mmuaan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
penduduk ;

b. Pelaksenaan Pelayanan Administrasi Kependudukan ;
c. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pencatatan ktlahnﬂn
- perkawinan, perceraian, Kematian, pengakuan dan pengesahan
sk
d. Penyelenggaran penyuluhan ;
g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. .
BAE II
ORGANISASBI
Bagian Pertama
S8USUNAN ORGANISAS!
Pazal 5

Eantor Pendattaran Penduduk terdin daid

a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata usaha ;

c. Beksi Pelayanan Pencatatan ;

d. Scksi Administrasi Kepeadudukan
e. Seksi Data dan Laporan ;

f Kelompok Jabatas Fungsional



Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 6

Sub Bagian Tata l/saha mempunya togas melaksanalan penyusinsn
rencana  dan program, urzsan  sugat  omenviratl dan kearsipan,
kepegawaian, Keusmpan, perlengkapar, rumahtanggadaﬂpcrjﬂlanan

_ dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tupas tersehut pada pasal 4, Sub Bagisn
Tata llsaha mempunyad fungsi '

4. Penyiapan bahan dan keordinasi pelaksanaan penyusunan rencana
dan program kerja ;

b Pelakssnsan urusan kepegawaian ;
¢. Pelalsanaan pengelolaan administragi kenangan |

d. Pelaksansan urusan sarat m.:n}'umldankramrpen,nmahmnggﬂ,
periengkapan, kehumasan dan perjalansm dinas ;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan.

Bagian Ketiga
BEKSI PELAYANAN PENCATATAN

Fasal 8
Seksi Pelayanan - Pencatatan  mempunyvai  tugas  melaksanakan
penyiapan babhan, pemeriksasn dan penelitian berkas serta pelayansm
Pencatatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta
Kematian, Akia Pepgakuan dan Penpresahan Anak, Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing ;

Pagal 9

Untuk menyelenggaraken fugas terascbut pasal 8, Schel Pclﬂyanﬂn
Pencatatan mempunyal fungsi

a. P:]al{sanaan pecncatatan dan pendaftaran, pengelolean data serta
peterbitan akia kelabiran ;

b. Pelakssnaan pencatatan dan pendaftarsm, pengelolasn data serta
penerbitan akia perkawinan |

¢, Pelaksanaan pencataten dan pendaftaran, pengelolasn data serta
penerbitan akia perceraian




o <
d. Pelaksanaan pencatatan dan pf:ndaftsrﬂn pengelolaan data serta
penerbitan akia kematian |

¢ Pelaksenaan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan data serta
penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak

T, Penyelessmian terhadap pelaporan kelahiran kematian, perkawinan f
perceraian yang terlambat pelaporannya ;

g Pemeriksasn dan pencliian  berkas pencatatan serta pengeloiaan
perubahan status kewargsnegaraan dan ganti nama ;

h. Pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat
SBEKE] ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Fasal 10

Seksi Administrasi Kependuaduksn mempunyai tugas melalisanakan
penyiapan ‘bahan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran
penduduk, pelayanan Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu
Keluarga, Karin Tanda Penduduk serts pencatatan mutasi data
penduduk.

Pasal 11

Untuk mcnjckcng@mkan Tugas icrscbut pada pasal 10, Scksi
Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi ;

a. Penyelenpggaraan pendatasn penduduk Warga Negara Indonesia
dan Wargs Megara Asing :

b. Pemberisn  Nomor Induk Kependudukan, penerbitan kartu
keluarga dan kartn tanda penduduk ;

o, Pelaksanaan pendaftaran dan'mcatatuﬁ mutasi data penduduk
d. Pelaksanaan peng&nﬁalian dan pengawasan Penduduk ;

. Prlaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
SEHKEI DATA Dﬂ LAPORAN
Fasal 12
Seksi Data dan Laporan mempunyal tugas melalsapakan penyiapan
bahan, pengelolasn data, evaluasi dan pelaporan data penduduk serta
pelaiksanaan penyuluhan.

Pasal 13 .............
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'Pasalﬁ

Untuk mﬂnyﬂlenﬂamkan tugns tcrsehut pada pasal 12, Scksi Data dan
Laporan mempunyad fungsi .

a. . Pelaksanaan pengelolaan  data peudaﬂ:a.mn dan pencatatan
p:ndudu_k

b, Penyimpanan dan pemelibarsan data péndattaran dan pencatatan
penduduk ;

¢. Pelakssmiaan pembuatan data statistik, evaluasi dan laporan

d. Perumusan sistem, menganalisis  dan  mengaplikasi  data
pendaliaran dan pencatatan penduduk ; '

c. Pelaksanaan .h}ranan informasi dan penyuluhan penduduk |

f.  Pelaksanaan fugas lain yvang diberikan oleh atasan.

Baginn Keensm
 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional mempunysi tugas melaksanakan
scbagian Tngas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional

masing-masing  berdesarkan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku,

Pasal 15
(1) Kelompok Jabatan Fungsiomal terdii dari sejumlah  tenaga
fungsional vang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesoad
dengan hidang keahliannya |

{2} Masmg-mazsing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh scorang
tenaga fungsional senior vang di tunjuk oleh Kepala Kandor ;

() Jumlah temags fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

{4) Jenis dan jenjang jabatan funggsional sebagaimana di maksud ayat

{1} di atur berdssarken peraturan perundang-undangan yang
berlakn.

BAB IV ...



-
BAB IV
PENUTUP
Pasal 16

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 17
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.

Agar supaya sctap oreng dapat mengetahuinya, memerimtahkan
Pengundangan Kepufusan ini dengan penempaiannya dalam Lembaran
Dacrah Kabupaten Muara Enan,

Ditetaplan di  Muara Enii
pada tanggal B Mel Zoot

BUPATI MUUARA ENTM

W Y
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AHMAD SOFJAN EFFENDIE
Diundangkan i Muara Enim

pada tanggal = B Mei 2001

SEKRETARIB
MY,

RAH KABUPATEN
ENIM

AN ROBAIN BIROD

LEMBAHAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 39



